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ABSTRAK

Sejak krisis moneter pada Jull 1997, yang dilkkuti dengan krisis
ekonomi, politik dan sosial, Indonesia mengalami perubahan
struktur kemasyarakalen yang drastis, yang dikenal dengan
Istilah "Reformasi”. Idealisme atau cita-clta Reformasi adalah
perubahan dan Tirani ke Demokrasi. Tetapi dalam kenyataannya,
yang terjadi adalah arparki. Bunitut dari eanarki adsalah
berkembangnya boss-bogs kecll di segala lapisan masyarakat,
seperti yang pernah dan masih terjadi di Philipina, yang intiny=s,
tidak lain adalah hedonisme dan kekerasan. Ggjela ini coba
dijelaskan melalui beberapa teori psikologl sosial, namun
bagaimanapun, proses ini harus dan sedang dilalui oleh bangsa
Indonesia dan dibutuhltan walkiu cukup lama sebelumn bangsa ini
sampali kapada sistem demokrasi yang mapan. Dalam hubungan
ini peran Polri sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan
untuk mempercepal proses menuju demokrasi (masyarakat
madani) di nederd ini dan mencegah ekses yang tidak dikehendalkd.

Krisis moneter pada tahun
199%, vang melanda negara-
negara Asia Tenggara, tidak
dimulai dar] Indonesia, melain-
kan dari Muangthai, disusul
oleh Malaysia, Philipina dan
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baru ke Indonesia, sedangkan
Singapura bisa dikatakan tidak
tersentuh sama sekali oleh kri-
sis tersebui. Namun ketika
negara-negara lainnya mulai
bangkit lagi dari krisisnya, In-
donesia tetap terpuruk, bahkan
berlanjut dengan krisis ekono-
mi, pelitik dan sosial. Dolar AS
(US$) yang sebelum Xkrisls ber-
nilai Rp. &.500,- melonjak
hingga pernah mencapai Rp.
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15.000,- per US$ (kemudian
turun menjadi Bp. 7.000,- dan
pada saabt artikel ini ditulis
kursnya adalah sekitar Rp.
9.000,- per US$). Pendapatan
perkapita pertahun, yang di
atas US$ 1.000,- sebelum krisis,
sekarang menjadi kurang dari
US$ 300,-. Angka pertumbuhan
dari 7% turun drastis ke-12%
(sekarang sudah meningkat
lagi ke 2%) dan jumlah pendu-
duk di bawah garis kemiskinan
melonfak dan 10% ke 40%. Ma.-
nifestasinya dalam politik ada-
jah jatuhnya Presiden Suharto
oleh aksi-aksi massa, yang
disusul dengan era Presiden
Habibie, pemilinan umurm 1999
dan terpillhnya pasangan
Abdurachman Wahid-Megawati
sebagal presiden dan wakil
presiden RI melalii sidang MPR
1999,

Sementara itu, struk-
tur dan fungsi lembaga-lem-
baga negara dan instansi-ins-
tansl pemerintah berubah
cukup drastis. Lembaga kepre-
sldenan tidak kebal lagi ter-
hadap kritik terbuka, DPR dan
MPR mempunyal peran yang
Jauh lebih besar, bahkan bisa
langsung mengintervensi pe-
merintah (baik di tingkat pusat,
maupun di dasrah); presiden
bisa dituntut mundur dan MPR
dituntut untuk melakukan Si-
dang Istimewa; hubungan
pusat-daerah tidak lagi sentra-
listik dan berubah menjadi
otonomi daerah; Polri keluar
dari ABRI dan menjadi aparat
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penegak hukum dengan status
non-militer; ABRI sendiri ber-
ubah menjadi TNI dan diku-
rangl peran sosial politiknya
(dikenal dengan istilah “Dwi-
fungsi ABRI”) dan sebagainya..

Tetapi yang terpenting
darl semuanya adalah terbu-
kanya peluang untuk ma-
syarakat (dari organisasi-
organisasi kemasyarakatan
tingkat pusat, LSM, sampal ke
tingkat individu yang paling
bawah) untuk mengintervensi
langsung semua proses pem-
buatan keputusan dalam bidang
50slal maupun politik yang
secara formal dijalankan oleh
lembaga-lembaga negara.
Pengan didukung oleh medla
massa (yang mempercleh ke-
bebasan pers sejak dicabutnya
sensor pers dalam masa. peme-
rintahan Habibie), masyarakat
bisa memperoleh berbagal
Informasi tenpa disaring sama
gsekali dan sesudahnya bisa
melakukan berbagal tindakan
juga tanps disaring sama se-
kali, yang berwujud pada ber-
bagai aksi massa seperti unjuk
rasa, pemegokan, pendudukan,
penjarahan, penekanan, rmain
hakim sendiri, pengadilan rak-
yat, terorisme dsb., yang se-
muanya mengatas-namakan
“rakyat” (walaupun sudah
menjadi rahasia umum bahwa
seringkali terdapat permainan
politik-uang di halik aksi-aksi
masss, tsb.).

Nyata sekall bahwa
yang terjadi adalah anarki,
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padahal tyjuan Reformasi yang
sesungguhnya adalah demo-
krasi (beberapa orang menye-
butnya “masyarakat Madani™).

Dari Tirani re Anarld

Dalam psikologi-sosial terdapat
berbagai teori yang dapat digu-
nakan untuk menjelaskan ter-
jadinya anarki. Salah satunya
adalah teorinya Emile Dur-
kheim (1897, dalam Fromm,
2000: 143) yang menyatakan
bahwa meanusia membutuhkan
sistem sosial dl mana ia me-
miliki tempat tinggal dan di
mana hubungan dengan sesa-
manya. relatif stabil, didulung
oleh nilai-nilai dan gagasan-
gagasan yang diterima, secara
umum. Jika tradlsi, nilai-nilaj
sosial dan keterikatan sosial
dengan sesama menghilang
(sepertl pada masyarakat In-
dustri atau masyarakat mo-
dern), terjadilah situasi yang
dnarmakannya, “anomie”. Kea-
daan anomie ini akan menye-
babkan perasaan terisolasi luar
biasa pada diri individu-
individu anggota, masyarakat
yvang pada gillrannya akan
memicu agresivitas, balk pada
diri sendiri (bunuh diri), mau-
pun pada orang lain yang salan
sabu bentuknya adalah agresi
dan anarkisme.

Berbeda, dari teori-teori
tentang agresivitas massa yang
lain, feori anomie dari Dur-
kheim ini mampu menjelaskan
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mengapa anarki tidak terjadi
pada situasi-situasi yang me-
nurut teori-teori lainnya ber-
potensi untuk memicu rusuh
massa seperti Kibutz-kibutz
(komunitas) di Israel yang pe-
nuh sesak dan kumuh; di Man-
hattan, New York, yang padat
manusia,; atau dl Bombay yang
berjejal dan sekaligus miskin.

Di Pulau Jawa, yang
merupakan salah satu pulau
terpadat di dunia, juga tidak
terjadi anarki sampal datang-
nya reformasl. Inl berarti bah-
wa reformasi (yang memang
bertujuan untuk merombak
sistemn yang lama) yang tidak
ditlruti dengdan penataan sistem
baru secara cepat dan efektif
(karena, ellt politiknya bertikai
terusg), telah menimbnlian ano-
mie dan pada gilirannys menye-
babkan anarki.

Teori lain yang dapat
diperguniakan untuk menjelas-
kan anarkisme adalah teori-
teori yang lebih berorientasi
kepada psikologl (perilaku in-
dividual) dan tidak menekan-
kan pada paradigmea sosiologi
seperii yang dikemukakan oleh
Durkheim tsb. di atas. Salah
satunya adalah dari Alfred
Bandura tentang proses belgjar
sosial (1977, 1988, dalam Sar-
wone, 1899: 70-78). Dikatakan
oleh Bandura bahwa manusia
mempunyai kecenderungan
untuk meniru model yang ingin,
dicontohnya (pada anak kecil
kecenderungan ini justru diper-
lukan untuk perkembangan
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kepribadiannya, tetapi pada
orang dewasa bisa mengganggu
hubungan antar-manusia).
Maka ketika massa di papan
bawah menyaksikan para elit
politiknya bertikal terus, me-
reka pun akan menirunya se-
bab mereka mengira itulah
yang terbaik untuk dilakukan.

Teori berparadigma
peikologi lainnya, khususnya
psikoanalisis, adalah yang
dikemukan oleh William Schutz
{1955, 1968, dalam Sarwono,
1999: 63). Ia mengatakan
bahwa, disadari atau tidak, mea-
nusia mempunyal 3 macem ke-
butuhan dasar dalam hubungan
antar pribadinya, yaitu: kebu-
tuhan akan (1) situasi yang
terkendall (kontrol), () keter-
libatan dengan lingkungan so-
sialnya (inklusi) dan (3) per-
hatian serta kasih sayang dari
orang lain (afeksl), Jika
kebutuhan-kebutuhan dasar itu
tidak terpenuhi, maka orang
akan berperilaku menyimpang,
yaitu berperilaku berlebihan,
atau justru sangat kKurang
berperilaku untuk memenuhi
salah satu kebutuhan dasar tso.
Bila, hal yang tidak terpenuhi
adalah kebutuhan akan kontrol,
reaksi yang timbul adalah
kecenderungan untuk pasrah,
atau justru ingin mengambil-
alih kendali ke tangannya
sendiri. Jika kebanyakan orang
mermmilih pillhan yang terakhir
ini, akan terjadilah anarki, di
mana setiap orang merasa
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benar sendiri dan maunya me-
nang sendirl.

DARI ANARKI KE BOSS-ISME

Dalam penelitian Sidel (1999),
yang dilakukan dengan metoda
analisis historis, dilaporkan
bahwa di Philipina, diber-
lakukannya demokratisasl pada,
lembaga-lembaga formalnya,
vang diikuti oleh kapitalisme
(sebagal dampak kolomialisme
Amerika Serikat), menyebab-
kan tumbuhnya fenomena boss-
isme.

Boss-isme adalah ber-
tumbuhannya boss-boss besar
dan keeil di berbagai daerah,
di mana, setiap boss mempunyai
kekuasaan monopolistik dalam
bidang ekonomi dan politik
yang dipertahankannya dengan
mengerahkan pengikut-peng-
ilrut yang setia, yang setiap saat
mau menjalankan perintah
boss untuk menekan masya-
rakat atau pihak-plhak lain.
Para boss ini, di Philipina ada-
lah para elit politik turun-
temurun (political clans) dan
para jagoan (warlords) di setiap
propinsi.

Sebagai dampak dari
boss-isme ini terlihat di mana-
mana, kompleks-kompleks pera-
mahan, perkebunan atau in-
dustri yang dijaga oleh
pengawal-pengawal bersenjata,
dan dari waktu ke waktu dapat
disaksikan kejadian saling
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bunun antara pengawal dari
seorang boss dan boss lainnya.
Fenomena inl, menurut Sidel,
timbul karena demokrasi dan
kapitalisme diberlakukan di
Philipina pada saat rakyat
Philipina belum slap meneri-
manya.

Sudah barang tentu
tidak tertutup kemungkinan
bahwa gejala anarkl yang
sudah terjadi di Indonesia akan
berkembang menjadl fenomena
boss-1sme. Para, elif politik dan
Jagoan-jagoan lokal, saat ini pun
sudah mulai nampak saling
berebut pengaruh dan karena-
nya pertikaian-pertikalan sa-
ngat sulit dihentikan. Sasaran
akhir darl persaingan dan
pertikaian yang seringkali
dikemas dengan isu-lsu etnik
dan/atau agama itu adalah
perebutan sumber-sumber per-
ekonomian lokal. Pilhak yang
terkuat akan keluar sebagai
pemenang dan pada saat itu
mereka akan menjadl boss-boss
yang akan menguasal sumber-
gumber perekonomian dan
menentukarn hajat hidup orang
banyak di wilgyahnya masing-
masing. Pemerintah dan apa-
ratnya hanya akan menjadl
pelengkap yang perannya
hanyalah mengukuhkan kema-
uan-kemauan para boss tsb.
Kalau keadaan ini terjadi di In-
donesia, maka sulit bagi negara
ini untuk kembali ke alam de-
mokrasi sepert] yang dicita-cita-
kan oleh para pejuang refor-
masi.

44

PERAN POLRI

Dalam setiap masyarakat de-
mokratis, selalu ada kecen-
derungan untuk perubahan ke
arah tirani, atau anarki. Dua
arah perubahan yang saling
bertentangan itu merupakan
alternatif dari kondisi demo-
krasi yang tidalk terbina dengan
baik, karena bagaimanapun
juga kecenderungan untuk me-
ngontrol lingkungan terdapab
pada setlap dirt Individu ang-
gota masyarakat. Ketika ada.
saty orang saja yang bisa me-
ngumpulkan semua kekuasaan
di tangannya sendiri, maka
terjadilah tirani, sedangkan Jika,
semua, orang berusaha memak-
gakan kehendak, terjadilah
anarikl. Bosgs-isme terjadi jika
beberapa orang tertentu melak-
sanakan tirani di wilayah
kekuasaannya masing-masing.
Untuk menghindari itu
dan tetap berada dalam iklim
demokras!, peran polisi sangat
penting. Salah satu fungsi polisl
adalah mengendalikan situasi
dan menjaga konformitas
dalam masyarakat (Yarmey,
1990). Masyarakat dengan
aparat kepolisiannya yang
berfungsi balk, akan leblh
mampu untuk mempertahan-
kan situasi yang seimbang dari-
pada jlka aparal kepolisiannya,
memihak atau lebih memen-
tingkan dirinya sendiri.
Menyadari hal itu,
maka sejak lama masyarakat
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menciptakan aparat kepolisian.
Sebagian masyarakat (antara
laln di Inggris), mengawall lem-
baga kepolisian dari kin Police
(yang dibentuk oleh masya-
rakat sendiril), sedangkan
sebagian lainnya (misalnya:
Jepang) dimulal dari Ruler Ap-
pointed Police (dibentuk oleh
penguasa-pemerintah). Seka-
rang, hampir semua negara
mempunyai polisi yang diben-
tuk pemerintah, akan tetapi
beberapa negare (Inggris, Ame-
rika) mempunyal keduanya
(Koenarto, 1997: 215-216).
Dalam bentuknysa yang
masih embrio, Kin Police juga
mulal dikenal 4l Indonesia
berupsa Hansip, Siskamling dan
Satpam. Akan tetapl Polri
sendiri mempunyai sejarah se-
bagal polisi bentfukan penguasa,
yang berlanjut kepada kedu-
dukan Polrl sebagal unsur
ABRI. Sejarah yang kurang
menguntungkan ini telah me-
nyebabkan pembentukan watalk
perwira dan anggota Folri yang
kurang kondusif dengan kondisi
demokrasi yang saat ini harus
dipertahankan, sementara ma-
syarakat sendiri masih bercitra,
negatip pada Polrl (memihalk
atau mementingkan diri sen-
diri). Salah satu bentuk
penyimpangan perilaku Polri
yang sudah terlanjur menjadi
cltra negatipnya adalah
penggunaan kekerasan gsebagai
perwujudan powern
Kepolisian memang
barus punya poweruntuk dapat
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menegakkan hukum dan
mempertahankan konformitas,
akan tetapl power bisa ber-
bentuk (1) manipulatif (digu-
nakan untuk menguasal orang
laln}y, () kompetitif (melawan
orang lain) atau (3) integratif
(dlgunakan bersama orang
lain) (Yarmey, 1980: 144).
Jenis yang ketiga Inilah yang
seharusnya digunakan cleh
Polrl agar la bersema dengan
masyarakat dapat memper-
tahankan situasi demokratik
dalarn masyarakat pada titik-
titik yang optimal.
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